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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapusan merek terdaftar Geprek 

Bensu milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono di Indonesia. Untuk rumusan 

masalah yang diajukan yaitu, Apakah tindakan penghapusan merek terdaftar milik 

PT. Ayam Geprek oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bagaimana 

akibat hukum dari penghapusan merek terdaftar tersebut. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan 

pendekatan literatur atau kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, pertama, bahwa 

penghapusan merek yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

terhadap merek terdaftar Benny Sudjono tidak dapat dibenarkan karena 

bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap, tindakan tersebut juga terindikasi melanggar pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan penghapusan 

merek tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum karena 

menimbulkan kerugian bagi Benny Sudjono. Kedua, Akibat hukum yang timbul 

akibat penghapusan merek terdaftar tersebut adalah merek Benny Sudjono tidak 

lagi memiliki hak eksklusif dari hak atas merek yang telah diperoleh sebelumnya. 

Kata kunci: Penghapusan Merek Terdaftar, Akibat Hukum, Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman globalisasi saat ini, sektor bisnis mengalami perkembangan 

yang pesat. Menjadi penting bagi kita untuk menguasai aspek bisnis karena 

aktivitas bisnis memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan suatu individu 

atau suatu kelompok, terutama pengusaha.1 Selain itu keterampilan yang 

diperlukan bagi pengusaha meliputi kemampuan menganalisis pasar, termasuk 

dalam memilih kualitas produk atau layanan yang ditawarkan serta 

menunjukkan profesionalitas dalam memenuhi kebutuhan dan ekspetasi 

pelanggan.2 Dalam hal ini yang diperhatikan oleh pemilik bisnis ialah dalam hal 

memilih merek dagang yang akan menjadi representasi produk yang dihasilkan 

olehnya.  

Kehadiran Hak Kekayaan Intelektual selalu menyesuaikan dan mengikuti 

perubahan dalam perkembangan di dalam masyarakat. Sama halnya dengan 

masyarakat Indonesia yang tidak dapat menghindar dan harus berinteraksi 

langsung dengan isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual 

 
1 Rahmadia Maudy dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak 

Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 

Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 195 
2 Ibid 
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dalam hal ini mencakup beberapa aspek yaitu teknologi, industri, sosial, 

budaya, dan aspek-aspek lainnya.3   

Hak Kekayaan Intelektual ialah suatu penghargaan khusus yang diberikan 

bagi hasil karya intelektual seorang individu dan merupakan suatu hak yang 

diperoleh dari hasil pemikiran seseorang agar mampu menciptakan suatu barang 

yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.4. Kemampuan intelektual yang 

dimiliki manusia dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran serta proses 

yang mengikutsertakan waktu, pikiran, dan juga memakan dana materil yang 

tidak sedikit.5  

Merek merupakan suatu bagian dari komponen krusial dari hasil karya 

intelektual yang memiliki peran vital dalam kelancaran dan peningkatan 

perdagangan barang dan jasa selama era globalisasi saat ini.  Pentingnya peran 

merek ini, maka diberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak 

perseorangan atau badan hukum yang terkait dengan merek tersebut.6 

Pengaturan merek pertama kali di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 dan  kemudian mengalami perubahan melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 

 
3 Erlina B, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek (Studi Pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republic Indonesia)”, Jurnal Pranata Hukum, 2013, Vol. 8 No. 1, hlm. 34. 
4 Maria Suci Indah, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan 

Reputasi (Passing Off) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, Jakarta, 2022, hlm 1. 
5   Djumhana dan Djubaedilah,  Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di 

Indonesia, Bandung, 2014, PT Citra Aditya Bakti, hlm 20. 
6 Sutedi A, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.33 
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Tahun 1992 tentang Merek.7 Setelah Indonesia menjadi anggota Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) pada Tahun 1994, pengaturan merek disesuaikan 

dengan perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang merek dan terakhir disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.8  

Ketentuan Undang-Undang tentang Merek yang telah mengalami 

perubahan seiring waktu hingga saat ini secara resmi menerapkan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

dijelaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip “First to File” dalam 

proses pendaftaran merek baik itu merek dagang maupun merek jasa.9 Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 juga secara tegas menyebutkan bahwa 

pendaftaran bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang mengikat 

dan sebagai dasar untuk mencegah penggunaan secara tidak sah terhadap 

merek terdaftar oleh pihak lain.10 Oleh karena itu, tindakan pendaftaran merek 

oleh pihak lain dengan itikad tidak baik untuk memanfaatkan merek yang 

sudah terdaftar akan berakibat pada penerapan sanksi yang sesuai dengan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis.11 

 
7 Khoirul Hidayah , Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Malang, 2017, Setara 

Press, hlm.72 
8 Ibid 
9 Dr. Justisiari P. Kusumah., “First to Use atau Fisrt to Use yang Indonesia anut?”,  terdapat 

dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-

yang-mana-lt62e7a7ed3521a, Diakses  pukul 15.10 tanggal 9 Juni 2023 
10 Salsabilla Cahyadini, Mercy M. Setlight, dan Anastasia E. Gerungan, Prinsip First to File 

dalam pendaftaran Merek Dagang di Indonesia, Jurnal Vol.11 No.4, 2023, hlm.2 
11 Ibid 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a
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Selama tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM menempatkan 

pelanggaran merek sebagai pelanggaran yang paling sering dilaporkan oleh 

pengadilan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham 

telah menerima 47 laporan pelanggaran, di mana 34 di antaranya terkait dengan 

pelanggaran merek, 7 laporan terkait dengan pelanggaran hak cipta, 2 laporan 

terkait dengan paten, dan 4 laporan terkait dengan desain industri.12  

Meskipun di Indonesia telah memiliki produk hukum untuk memberi 

perlindungan terhadap merek yang sudah terdaftar, tetap saja ada isu yang 

mencuat terkait timbulnya permasalahan sengketa perebutan merek. Salah satu 

problematika yang hadir yaitu pada kasus antara PT. Ayam Geprek Benny 

Sujdono yang merupakan pemilik pertama yang mendaftarkan merek 

“BENSU” pada tanggal 3 Mei 2017, terlibat dengan Ruben Samuel Onsu 

pemilik merek “GEPREK BENSU”. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa 

kedua merek tersebut memiliki kesamaan nama dalam mereknya.  

Salah satu pendiri, pemegang saham, dan Direksi Perseroan Terbatas Ayam 

Geprek Benny Sudjono yaitu Yang Cent tidak setuju dengan kesamaan nama 

merek miliknya dengan merek milik Ruben Samuel Onsu yang memiliki atau 

owner dari merek Geprek Bensu. Menurut Yang Cent, terdapat beberapa 

kesamaan dan kemiripan antara merek Ayam Geprek Bensu miliknya dengan 

 
12Andry Novelino, “Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham”, 

terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-

461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham, Diakses  pukul 15.39 

tanggal 9 Juni 2023 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham
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merek milik Ruben Samuel Onsu.13 Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang 

diambil oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono ialah melakukan gugatan dan 

PT. Ayam Geprek Bensu sebagai Penggugat-I, Yangcent selaku Direksi yang 

mewakili Perseroan sebagai Penggugat-II melayangkan gugatannya ke 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.14 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN 

Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono telah 

mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 3 September 2015 dan 

resmi terdaftar pada tanggal 3 Mei 2017, dengan perlindungan hukum hingga 

3 Mei 2027.15 Di sisi lain, merek "Geprek Bensu" yang dimiliki oleh Ruben 

Samuel Onsu diajukan untuk pendaftaran merek pada tanggal 7 Juni 2018 dan 

mendapatkan perlindungan hukum hingga 3 September 2025.16 Berdasarkan 

prinsip First to File, merek yang seharusnya diakui secara hukum adalah merek 

yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono. 

Apabila mengacu  pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) yang berisi bahwa Hak atas 

Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek 

yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 

 
13 M. Idris, “Kronologi sengketa perebutan merek antara Ruben Onsu dengan Benny 

Sujono”, terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-

onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all Diakses pukul 16.00 

tanggal 9 Juni 2023 
14 Ibid 
15 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 
16M. Idris, Loc. Cit 

https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all
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tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.17 

Akan tetapi, jika menilik pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya bahwa 

PT. Ayam Geprek Benny Sudjono lah yang terlebih dahulu melakukan 

pendaftaran merek untuk pertama kali dengan merek “BENSU” dan di 

kemudian Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek yang secara sama dan 

jelas yaitu dengan nama merek “BENSU” pula pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual. 

Adanya persamaan dalam nama dengan merek “BENSU” Ruben Samuel 

Onsu sebagai pemilik dari merek yang juga terdaftar pada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual dengan kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke 

Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 

57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.18 Namun, amar putusan majelis 

hakim menolak suluruh gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu dan 

majelis hakim mengakui bahwa pemilik sah dari merek “BENSU” adalah PT. 

Ayam Geprek Benny Sudjono seperti yang diputuskan juga dan diperkuat oleh 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 

2020.19 

Selanjutnya majelis hakim menginstruksikan Direktorat Jenderal Hukum 

Kekayaan Intelektual agar dapat membatalkan Geprek Bensu yang dimiliki 

 
17 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
18 Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-

geprek-ruben-onsu/amp Diakses tanggal 11 Juni 2023. 
19 Ibid 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp
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oleh Ruben Samuel Onsu dan juga meminta untuk memberi pengumuman 

dalam laman berita Resmi Merek Dagang, sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dimenangkan 

oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik dari merek “BENSU” 

yang sah.20  

Setelah tiga bulan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Merek 

terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono yang sah telah  dihapus oleh 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang dimana penghapusan ini 

berdasarkan penghapusan terdaftar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.07-11.21 Alasan yang mendasari 

Penghapusan merek PT. Ayam Geprek Benny Sudjono bisa dikatakan bias, 

karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berargumentasi bahwa 

merek “BENSU” tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.22 

       Penghapusan merek yang dilakukan secara sepihak oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan banyak pertanyaan bagi 

khalayak umum, pasalnya pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sudah 

memenangkan kasus sengketa ini di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. 

Berangkat dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka Penulis tertarik 

 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
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untuk mengangkat judul “ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK 

TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU 

BENNY SUDJONO DI INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebagaimana telah 

dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dilakukan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah tindakan penghapusan merek terdaftar “Bensu” yang dimiliki oleh 

PT. Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum atas penghapusan merek terdaftar PT.Ayam 

Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “Bensu” yang kemudian 

dihapus sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari Rumusan Masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tindakan penghapusan merek terdaftar “Bensu” yang 

dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny oleh Sujono Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia.d 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penghapusan merek terdaftar PT. Ayam 

Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “Bensu” yang kemudian dihapus 

sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.  

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis adalah berkaitan dengan ilmu hukum terutama dalam hal Hak 

Kekayaan Intelektual spesifiknya terkait dengan merek. 

2. Manfaat praktis adalah berkaitan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan merek dagang melalui 

Undang-Undang yang ada, atau dapat membantu memperkuat regulasi yang 

terkait dengan merek. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Pada penelitian ini dengan judul ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN 

MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK 

BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA, terdapat beberapa penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai masalah Sengketa Perebutan Merek, 

namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

peneliti tulis, antara lain: 

NO Nama Peneliti Judul, Tahun, dan 

Jenis Tulisan 

Perbedaan 

1 Winna Maria 

Welas Asih 

“Analisis Merek 

Terdaftar yang 

dibatalkan atau 

dihapus akibat 

bertentangan 

dengan moralitas”, 

Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas 

Di penelitian ini membahas 

terkait dengan 

penghapusan  merek akibat 

bertentangan dengan 

moralitas dan agama 
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Islam Indonesia, 

2020 

2 Karina dan 

Njatrina 

“Perlindungan 

Hukum Bagi 

Pemegang Hak 

Merek Dagang Ikea 

Atas Penghapusan 

Merek Dagang”, 

Jurnal 

Pembangunan 

Hukum Indonesia 

Vol.1 No.2, 2019 

Lebih memfokuskan 

terkait dengan penentuan 

kriteria penghapusan dan 

pembatalan merek terdaftar 

3 KP Jaya dan K 

Sudiatmaka 

“Analisis  

Perlindungan 

Hukum Atas 

Penghapusan 

Merek (Contoh 

Kasus:  Putusan 

Nomor: 575 

K/Pdt.Sus-

HKI/2020)", Jurnal 

Hukum Adigama 

Vol. 3 No. 2, 2020 

Penlitian ini membahas 

tentang bagaimana regulasi 

kearsipan pada pendaftaran 

Merek Sejenis dalam hal 

adanya indikasi persamaan 

pada pokoknya dengan 

Merek Terdaftar 

4 Zaenal Arifin 

dan 

Muhammad 

Iqbal  

“Perlindungan 

Merek dalam 

Perskpektif Hukum 

di Indonesia”, 

Jurnal Ius 

Constituendum 

Vol.5 No.1, 2020 

Fokus pada penelitian ini 

yaitu menganalisis 

kelayakan merek dari 

perspektif hukum dan 

perlindungan konsumen 

5 Fauzi M.F “Perlindungan 

Merek Dagang 

dalam Perspektif 

Hukum Kekayaan 

Intelektual”, 2019 

Membahas tentang  

perbedaan dalam hal  

penggunaan nama merek, 

logo, dan desain antara 

Geprek Bensu dan I Am 

Geprek Bensu 

 

F.  Tinjauan pustaka 

   1. Sistem perlindungan merek di Indonesia 
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       Merek adalah sebuah aset yang sangat berharga secara bisnis, merek ialah 

kekayaan perusahaan yang dibangun melalui berbagai upaya dalam jangka 

waktu yang mungkin cukup lama dan seringkali nilai merek suatu perusahaan 

lebih tinggi daripada nilai aset fisik yang dimilikinya.23 Perlindungan merek 

adalah salah satu agenda yang penting dalam memastikan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. 

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  diberikan suatu pengertian tentang merek 

yaitu; tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan  warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut 

untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.24  

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi merek adalah bahwa terdapat 3 

unsur penting dari sebuah merek, yaitu: 

1. Merek harus memiliki kemampuan untuk membedakan produk dari yang 

lainnya; 

2. Merek digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan atau jasa; 

3. Merek digunakan sebagai tanda pengenal.25 

 
23 Lindsey Et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group PtyLtd 

bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 151. 
24 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
25 Yoyo Arifardhani, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengatar, Jakarta, 2020, 

Prenadamedia Group, hlm 89. 
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  Menurut pendapat Kotler yang dikutip oleh Sri Mulyani disebutkan 

bahwa kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: 

1. Modal alami (natural capital), seperti tanah, air, kayu, mineral, dan 

sebagainya; 

2. Modal fisik (physical capital), seperti mesin, bangunan, fasilitas publik 

lainnya; 

3. Modal insani (human capital), seperti nilai produktif Sumber Daya 

Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual; 

4. Modal Sosial (social capital), seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat, 

dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat.26 

       Salah satu problematika yang dihadapi oleh pelaku bisnis adalah 

timbulnya perselisihan terkait merek yang telah terdaftarkan dalam sistem 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan 

HAM.27 Pada dasarnya sistem perlindungan merek di negara-negara yang 

menerapkan sistem hukum civil law seperti Indonesia menganut sistem “first 

to file” dalam memberikan hak merek.28 Prinsip “First to File” dalam hal ini 

berarti pemilik daripada sebuah merek yang mendaftarkan pertama kali 

mereknya ialah sebagai pemilik yang sah daripada pemilik merek yang 

mendaftarkan setelahnya, prinsip ini memberikan perlindungan hukum 

 
26 Sri Mulyani, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan 

Kredit Perbankan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 2012, hlm. 570 
27 Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip First To File Pada Proses Pendaftaran Merek Di 

Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya No.9, 2022, hlm.2112 
28 C.I.D Laksmi Dewi, “Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya”, Bali, Jurnal Vol.13 

No.2, 2019, hlm. 4.aa 
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kepada pemilik merek yang sah dan terdaftar sebagai bagian dari Hak 

Kekayaan Intelektual.29  

Terdapat perbedaan dengan mekanisme perlindungan merek pada masa 

lalu, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan  menetapkan bahwa hak kepemilikan 

merek diberikan kepada pihak yang menggunakan merek tersebut terlebih 

dahulu, dengan prinsip yang dikenal sebagai pemakai pertama atau first to use 

/ prinsip deklaratif.30 Akan tetapi, untuk saat ini di Indonesia sudah tidak lagi 

menganut sistem first to use. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2016 menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut 

terdaftar, arti dari “terdaftar” ini merujuk pada status suatu permohonan 

setelah melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan 

pemeriksaan substansi secara menyeluruh, serta mendapatkan persetujuan 

dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia untuk dikeluarkannya sertifikat.31 

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan 

bahwa “terhadap merek yang terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, 

setiap orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan 

nama generik dimaksud dengan kata tambahan kata lain sepanjang ada unsur 

pembeda”.32 Jika seseorang atau badan usaha ingin mendaftarkan merek 

 
29 Rendy Alexander, Loc. Cit 
30 Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas 

Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik”, Jurnal Vol.2 No. 

4, 2019, hlm. 1358. 
31 C.I.D Laksmi Dewi, Loc.Cit 
32 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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tetapi memiliki kesamaan kata dan atau penyebutan nama dengan merek yang 

sudah ada, langkah yang diambil adalah menambahkan kata tambahan 

sebagai ciri khas yang membedakannya. 

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat 

melibatkan tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif.33 

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, tindakan pemerintah diarahkan untuk berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.34 Sementara itu, perlindungan 

hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang 

telah terjadi, termasuk penanganan sengketa tersebut melalui lembaga 

peradilan.35 

2. Sistem Penghapusan Merek Di Indonesia 

Penghapusan merek dalam lingkungan bisnis seringkali disebabkan 

oleh lebih dari sekadar masalah administratif. Banyak perselisihan muncul 

seperti pendaftaran merek oleh calon pemilik dengan tidak memiliki itikad 

baik, atau bahkan mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan merek yang 

sudah dimiliki oleh pihak lain.36 

 
33 Asri,  D.  P.  B,”Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi  Budaya Tradisional   

di   Daerah   Istimewa   Yogyakarta   Berdasarkan   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta”. Journal of Intellectual Property,Vol 1 No 1. 2018, hlm. 18. 
34 Ibid 
35 Ibid  hlm. 19. 
36 Zahra Shafira dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan Merek 

Terdaftar Yang Telah Memiliki Hukum Tetap”, Rio Law Jurnal, Vol. 4 No. 1, hlm.82 
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Secara umum, hak perlindungan terhadap merek akan diberikan apabila 

memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Oleh karena itu, 

pemegang hak atau pemilik merek memiliki hak untuk melarang penggunaan 

tanda tersebut oleh pihak lain. 37 Persyaratan substansial merujuk pada merek 

yang memiliki identitas, daya pembeda, dan digunakan dalam aktivitas 

perdagangan. Sementara itu, persyaratan administratif mencakup 

kelengkapan dokumen pendaftaran merek.38 Jika kedua persyaratan ini 

terpenuhi, hak eksklusif yang dikenal sebagai hak atas merek akan diberikan, 

dan sertifikat hak atas merek akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual, menandakan merek tersebut secara resmi terdaftar.39 

Apabila sebuah merek telah terdaftar, Menteri Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

memiliki hak untuk melakukan pencabutan merek tersebut.40 Wewenang 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pencabutan 

merek terdaftar bisa bersifat pasif atau aktif. Pencabutan merek secara pasif 

mengacu pada menghapus merek terdaftar jika ada permintaan dari pemilik 

merek atau perwakilan  mereka. Di sisi lain, pencabutan merek dengan cara 

aktif yang artinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menginisiasi 

 
37 Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas 

Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal IUS 

Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm 486 
38 Ibid 
39 Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
40 Muh. Ali Masnun dan Radycha Nanda, Op.Cit hlm.487 
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penghapusan  merek terdaftar tersebut sendiri.41 Ada tiga alasan penghapusan 

merek diperbolehkan menurut hukum, yaitu didasarkan pada Pasal 72 ayat 

(7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis antara lain:  

a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis; 

b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, 

kesusilaan, moralitas, agama, dan ketertiban umum; 

c. Memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan warisan budaya tak benda, 

ekspresi budaya tradisional , atau nama dan atau logo yang merupakan 

warisan turun menurun.42 

Penghapusan merek yang dilakukan melalui Prakarsa Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia ini melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek 

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai yang tertuang dalam 

Pasal 72 ayat (8), yang berbunyi: “Penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 6 dan ayat 7 dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Komisi Banding Merek”.43 

 
41 Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Workshop Implementasi Penghapusan 

Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri, , https://www.dgip.go.id/workshop-implementasi-

pengahpusan-merek-terdaftar-atas-prakarsa-menteri, Diakses pada 24 Agustus 2023   
42 Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
43 Pasal 72 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis  

https://www.dgip.go.id/workshop-implementasi-pengahpusan-merek-terdaftar-atas-prakarsa-menteri
https://www.dgip.go.id/workshop-implementasi-pengahpusan-merek-terdaftar-atas-prakarsa-menteri


 

17 
 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah media untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan untuk mempelajari bagaimana prosedur bekerja mencari 

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara yuridis 

normatif yang mengonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-

nilai hukum positif. Penelitian yang akan melakukan pendekatan dengan 

mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal  dan dokumen-dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini.44 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan dua pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), dengan 

menggunakan  pendekatan ini untuk menganalisis kasus berdasarkan 

peraturan perundangan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penghapusan merek terdaftar. 

2. Pendekatan historis, untuk mengkaji bahan-bahan pustaka yang 

dikaitkan dengan permasalahan hukum yang memiliki aspek 

historisnya.  

 
44 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.13 
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3. Pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan secara intensif, 

terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. 

3.  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN 

Niaga Jkt.Pst.,  Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-

HKI/2020, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

196/G/2020/PTUN-JKT., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.07-11. 

4. Bahan Hukum 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer 

dan sekunder : 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  

Geografis; 

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020; 

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.; 

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-

JKT. 
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah: 

a. Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum 

terkait dengan penelitian; 

b. Jurnal hukum, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas; 

c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap data primer dan 

data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan 

mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui studi 

kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan 

dengan kasus yang diteliti. 

H.   Kerangka Skripsi 

Penulisan skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 

(empat) BAB penulisan, yang tersusun secara sistematis, yaitu : 

 BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kerangka Skripsi yang 

digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum 

universitas Islam Indonesia. 
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BAB II berisi teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan hingga penjelasan teori yang akan diteliti yaitu, 

Sistem Perlindungan Merek di Indonesia dan Sistem Penghapusan Merek 

di Indonesia. 

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang 

disertai analisisnya serta menjawab permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini. 

BAB IV memuat penutup pembahasan skripsi yang terdiri atas 

kesimpulan dan saran.      
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BAB II 

ASPEK HUKUM MEREK, SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI 

INDONESIA, SISTEM PENGHAPUSAN MEREK DI INDONESIA, DAN 

MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Aspek Hukum Merek 

1. Pengertian dan Fungsi Merek 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merek sendiri 

merupakan tanda yang ditempatkan oleh pelaku bisnis (seperti pabrik atau 

produsen) pada produk yang mereka hasilkan sebagai tanda pengenal; cap 

(tanda) yang digunakan sebagai pengenal untuk menunjukkan nama dan hal 

serupa.45 

Dalam Undang-Undang merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa 

Merek adalah tanda yang serupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa. Di dalam Undang-Undang Merek yang baru definisi dari merek ini 

lebih terperinci, lebih jelasnya tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1 bahwa Merek 

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ 

 
45 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.  

Dari yang telah dijelaskan diatas mengenai definisi merek menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek, tetaplah definisi dari keduanya tetap menyoroti 

aspek yang sama, yaitu bahwa merek digunakan untuk membedakan produk 

atau layanan dari barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan 

hukum yang berbeda satu sama lainnya. 

Adapun pendapat dari berbagai ahli hukum dalam mendefinisikan merek 

ini cukup beragam, seperti T. Mulya Lubis yang mendefinisikan bahwa, 

Merek adalah sebuah identifikasi yang memiliki kemampuan untuk 

memisahkan produk tersebut dari yang sejenis (capable of distinguishing) 

tanpa kemampuan untuk membedakan produk tersebut tidak dapat dianggap 

sebagai merek.46 Kemudian, R.M Suryodiningrat mengartikan bahwa merek 

merupakan produk-produk yang telah diproduksi oleh produsen lalu dikemas 

dengan kemasan yang dibubuhi tanda tulisan atau sebagainya, yang tanda itu 

ialah Merek Perusahaan.47 Sementara Iur Suryatin memberi definisi merek 

yang ditinjau dari aspek fungsinya, bahwasanya sebuah merek digunakan 

untuk membedakan suatu produk dari produk sejenisnya, untuk 

 
46 T. Mulya Lubis, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, 

hlm.22. 
47 R.M Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998, 

hlm.3 
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membedakannya maka merek diberi tanda asal, nama, jaminan dan standar 

kualitas yang terkait dengannya.48 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum 

diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda yang 

digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang serupa, yang 

diproduksi dihasilkan oleh pihak lain.49 Merek ini memiliki kapasitas untuk 

menjadi daya pembeda dan memberikan jaminan atas kualitas barang atau 

jasa tersebut serta digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa.50 

Menurut Suyud  Margono dan Longginus Hadi, fungsi dari merek 

tersebut dapat dipahami melalui perspektif produsen, pedagang, dan 

konsumen.51 Dari sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai 

penanda value atau nilai dari hasil produksinya. Berdasarkan sudut pandang 

pedagang merek digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produknya  

dengan tujuan mencari dan memperluas pasarnya. Sementara dari sudut 

padang konsumen, merek dapat membantu dalam membuat keputusan saat 

memilih produk yang akan dibeli. Secara keseluruhannya, merek memiliki 

peran yang besar untuk menjamin nilai dan kualitas.52 Lebih rinci lagi, 

Rangkuti menjelaskan fungsi dan manfaat merek sebagai berikut:53 

 
48 Suryatin, Hukum Dagang I Dan II, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980, hlm. 84. 
49 H. Ok. Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 345. 
50 Ibid. 
51 Suyud Margondo dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. 

Novindo Pustaka Mandiri,  Jakarta, 2002, hlm.36-37. 
52 Ibid. 
53 Rangkuti Freddy, The Power Of Brands, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 

hlm.139. 
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a. Peran merek terhadap perusahaan 

1) Nama merek akan mempermudah dalam penanganan pesanan dan 

mengurangi potensi kesalahan. 

2) Nama merek dan tanda dagang memiliki perlindungan hukum 

terhadap upaya pemalsuan  karakteristik produk dan mencegah 

pesaing untuk menduplikasi atau mengimitasi produk yang telah 

diperdagangkan. 

3) Merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk 

mempertahankan loyalitas konsumen dan melindungi dari 

persaingan, serta membantu dalam pengendalian strategi 

pemasaran. 

4) Merek membantu penjual dalam mengelompokkan pasar menjadi 

beberapa segmen. 

5) Citra perusahaan dapat dibangun melalui reputasi yang baik yang 

diwujudkan dalam bentuk nama merek. Dengan membawa nama 

perusahaan, merek juga berfungsi sebagai promosi kualitas dan 

skala perusahaan. 

b. Peran merek terhadap konsumen 

1) Merek membantu konsumen dalam mengenali produk yang ingin 

mereka beli, memfasilitasi pemahaman tentang perbedaan 

kualitas antara merek yang berbeda. 

2) Memudahkan proses pembelian yang efisien, terutama saat 

konsumen kembali membeli produk yang sama. 
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Pada prinsipnya produk atau layanan yang diproduksi oleh seseorang 

atau badan hukum akan diberi tanda khusus pada merek tersebut yang 

berperan sebagai pengidentifikasi yang membedakannya dari produk atau 

layanan yang serupa dengan lainnya. Merek juga dianggap sebagai salah satu 

aset berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, merek juga berdampak 

pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. 

2. Dasar dari Pengaturan Merek di Indonesia 

Pada saat ini merek memiliki peranan yang sangat penting dalam 

dinamika perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarah regulasi merek di 

Indonesia, tercatat bahwa pada masa kolonialisme Belanda sudah 

diberlakukannya Reglement Industriele Eigendom (RIE) sebagaimana 

tercantum dalam Stb. 1912 No.545 Jo.Stb 1912 No.214 yang merupakan 

kerangka hukum untuk mengatur merek. Setelah kemerdekaan Indonesia, 

peraturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-

Undang Dasar 1945 dan peraturan ini tetap berlaku hingga tahun 1961, 

kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang 

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada 11 Oktober 

1961.54 Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1997, lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada saat 

ini Undang-Undang Merek telah diperbaharui dengan dikeluarkannya 

 
54 H. Ok. Sadikin, Op.Cit, hlm.331. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  

Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam definisi merek 

antara Undang-Undang Merek yang lama dan yang baru. Di dalam peraturan 

tentang hukum merek yang lama pengertian merek hanya berkaitan dengan 

merek konvensional, sementara dalam hukum merek yang baru pengertian 

merek telah diperluas dengan mencakup merek tiga dimensi, merek suara, 

dan merek hologram.55 

 Terdapat pula perbedaan mengenai prosedur pendaftaran merek menurut 

Undang-Undang Merek yang lama dengan yang baru. Dalam Undang-

Undang Merek yang lama proses pendaftaran merek dilakukan melalui tahap-

tahap yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek, 

pemeriksaan secara formal, pemeriksaan secara substantif, dikeluarkannya 

hasil pengumuman, dan yang terakhir dikeluarkannya sertifikasi.56 Pada 

Undang-Undang Merek yang baru, urutan pada proses pendaftaran merek 

sedikit berbeda dari Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu langkah 

pertama dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek, 

kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, pengumuman, dan 

pemberian sertifikasi.57 Dengan adanya perubahan dari proses pendaftaran 

merek ini, maka prosesnya akan menjadi lebih singkat yang memungkinkan 

pemilik merek untuk mendapatkan informasi lebih cepat mengenai apakah 

 
55 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
56 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.90. 
57 Ibid, hlm.91 
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ada pihak yang merasa keberatan akan permohonan pendaftaran merek 

tersebut.58 

Adapun dalam Undang-Undang Merek yang lama menyatakan bahwa 

Menteri tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menghapus merek yang 

telah terdaftar, berbeda dengan Undang-Undang Merek terbaru yang 

memberi kewenangan dan hak kepada Menteri untuk menghapus merek yang 

telah terdaftar dengan dasar merek terdaftar tersebut merupakan Indikasi 

Geografis atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah landasan hukum yang 

paling komprehensif dalam pengaturan merek yang memberikan penjelasan 

lebih rinci dan diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menggeliatkan 

kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini. Tujuan utama dari dasar regulasi 

hukum merek ini ialah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku 

ekonomi untuk mencegah potensi sengketa yang dapat terjadi di masyarakat. 

3. Klasifikasi Merek  

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, merek diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, 

antara lain: 

 
58 Anonim, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-

merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru (diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 22.48 

WIB) 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru
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1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.59 

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 

lainnya.60 

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa 

dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu 

barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.61 

Pada  Undang-Undang Merek yang lama dengan yang terbaru terdapat 

perbedaan definisi dari Merek Kolektif, perbedaan utama terletak pada 

perincian yang lebih luas di Undang-Undang Merek yang baru terutama 

terdapat di dalamnya mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, dan 

pengawasannya, sementara di Undang-Undang Merek yang lama tidak 

memberikan penjelasan yang sama rinci. Merek kolektif sebenarnya tidak 

dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru, karena pada dasarnya merek 

 
59 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
60 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
61 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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kolektif ini juga melibatkan  merek dagang dan jasa, yang membedakannya 

hanya saja penggunaan kolektif dari merek ini.62  

Terdapat klasifikasi merek lain yang didasari pada bentuk dan wujudnya, 

menurut Suryatin bentuk atau wujud ini terbentuk agar dapat menjadi tanda 

pembeda dari produk yang dimiliki dengan produk orang lain. Karena adanya 

perbedaan dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa jenis merek, 

yaitu:63 

1. Merek lukisan (beel mark) 

2. Merek jasa (word mark) 

3. Merek bentuk (form mark) 

4. Merek bunyi-bunyian (klank mark) 

5. Merek judul (title mark). 

Menurut R.M. Suryodiningrat, merek diklasifikasikan menjadi tiga jenis, 

yaitu:64 

1. Merek kata, yang berarti hanya terdiri dari kata-kata saja. Seperti 

contohnya: Honda dan  Samsung yang digunakan pada merek produk 

otomotif dan elektronik. 

2. Merek lukisan, merupakan merek yang hanya terdiri dari gambaran 

atau lukisan dan jarang digunakan oleh umum. 

 
62 H. Ok. Sadikin, Op. Cit, hlm. 346 
63 Suryatin, Op. Cit, hlm.84 
64 H. Ok. Sadikin, Op. Cit, hlm. 347 
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3. Merek gabungan antara kata dan lukisan, salah satu yang sering 

digunakan dalam penggunaan merek. Contohnya merek produk kopi 

“Kapal Api” yang memiliki gambar kapal laut lalu diikuti dengan 

tulisan “Kapal Api” dibawahnya. 

Pada masa kini dikenal pula merek yang menggunakan bentuk tiga 

dimensi (three dimensional trademark), contoh perusahaan yang 

menggunakan merek dalam bentuk tiga dimensi ini ialah Pepsi dan 

McDonald.65 

B. Sistem Perlindungan Merek di Indonesia 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

sekumpulan aturan dan norma yang bertujuan untuk menjaga serta 

melindungi  seseorang atau suatu entitas dari potensi ancaman oleh hal lain.66 

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan terhadap seseorang atau 

badan hukum yang memiliki brand agar terhindar dari persaingan usaha yang 

tidak sehat seperti pemalsuan atau imitasi yang dilakukan oleh pihak lain.  

Sistem perlindungan merek sudah eksis di Indonesia dan diperkenalkan 

oleh Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda yang lampau telah 

diberlakukannya Handel Nijverheid Merken pada tahun 1885 dan Staatsblad 

van Nederlandsch tahun 1893. Meksipun pada masa itu perlindungan 

 
65 Ibid 
66 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.  
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terhadap merek berlaku selama 20 tahun, tetapi tidak ada penggolongan 

terhadap kelas barang. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia dari 

Belanda, aturan merek juga diberlakukan oleh Jepang melalui Osamu Seirei 

Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 

1 bulan 9 tahun Syowa (2603).67 Untuk pengaturan merek di Indonesia yang 

terkini ialah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

Sebuah merek yang belum memiliki perlindungan hukum harus 

mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Dirjen Haki). Ketika mengajukan permohonan merek, 

Ada pentingnya untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan sesuai dengan 

persyaratan merek, karena ada beberapa permohonan pendaftaran merek yang 

tidak bisa diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.68 

Permohonan pendaftaran merek ini dapat menemui tiga probabilitas hasil, 

yaitu:69 

a) Permohonan pendaftaran tidak bisa didaftarkan. 

b) Permohonan pendaftaran harus ditolak. 

c) Permohonan pendaftaran dapat diterima atau bisa didaftarkan. 

Jika kita menilik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, pada Pasal 20 tentang persyaratan merek sudah 

 
67 Djumhana dan Djubaedilah, Op. Cit, hlm. 209 - 210 
68 Ahmadi Miru, Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek), PT. 

Alumni, Bandung, 2013, hlm. 13. 
69 Ibid, hlm.14 
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tertuang secara gamblang mengenai unsur-unsur merek yang tidak bisa 

didaftarkan. Unsur-unsur yang tidak bisa didaftarkan merek tersebut, antara 

lain:70 

a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau  hanya menyebut barang dan/ 

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis; 

d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi; 

e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau 

f) Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum. 

Merek yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi negara merujuk 

pada penggunaan merek sebagai identitas barang atau jasa yang harus didasari 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan 

landasan ideologi dalam bernegara.71 Nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia dengan tujuan meciptakan masyarakat menjunjung 

 
70 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
71 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Materi Ajar Pendidikan Pancasila, 2013, hlm. 86-87. 
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tinggi ketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan 

Indonesia, berprinsip demokratis, dan mengutamakan prinsip keadilan.72 

Dalam Pasal 20 huruf b menyebutkan bahwa merek yang sama dengan, 

berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya termasuk kedalam tanda yang bersifat generik. 

Nama generik ini adalah tanda yang biasanya terlintas dalam pikiran 

konsumen untuk merujuk kepada suatu produk tertentu dan bukan identitas 

asalnya.73 Dalam konteks ini, merek yang bersifat generik adalah merek yang 

bisa dianggap sebagai sinonim untuk barang atau jasa yang sama.74 Nama 

generik tidak bisa didaftar sebagai merek jika digunakan untuk barang atau 

jasa tersebut.  

Pada praktiknya banyak merek yang bersifat generik akhirnya menjadi 

merek yang dapat didaftarkan, seperti contohnya merek “Aqua” digunakan 

dalam produk air mineral kemasan, “Supermie” untuk mie instan, dan “Teh 

Kotak” untuk produk teh.75 Merek-merek yang telah disebutkan sebelumnya 

memiliki sifat generik, tetapi diselingi dengan pengertian kedua (secondary 

meaning)  dalam pengunaan dan penulisan khusus, sehingga secara efektif 

diakui konsumen. Sebagai contoh di brand “Aqua” yang memiliki arti utama 

(primary meaning) adalah zat cair yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak 

 
72 Ibid. 
73 Lihat http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue  (diakses pada tanggal 23 

September 2023 jam 16.37 WIB) 
74 Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 89. 
75 Erlina, “Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive”, Jurnal 

Jurisprudentie, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 47. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue


 

34 
 

berwarna, tetapi nyatanya konsumen mengaitkannya dengan pengertian 

kedua (secondary meaning) bahwa “Aqua” adalah merek pada produk air 

mineral kemasan yang diproduksi oleh PT. Danone.76 

Daya pembeda adalah unsur yang krusial yang mempengaruhi kualitas 

suatu merek dalam perannya sebagai suatu tanda pengenal barang atau jasa. 

Ketika sebuah simbol hanya berperan sebagai indikator dari bentuk, kualitas, 

fungsi, atau  karakteristik lain dari barang atau jasa, konsumen dapat melihat 

indikator tersebut sebagai sarana mendapatkan informasi terkait dengan 

barang atau jasa yang dituju.77 Daya pembeda juga dapat diklasifikasikan 

secara teoritis menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu sebagai berikut:78 

1) Daya pembeda yang secara alami terkandung dan memenuhi syarat 

untuk mendapatkan perlindungan segera pada saat digunakan 

(Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon 

use). 

2) Tidak memiliki kemampuan sebagai daya pembeda dan tidak 

memenuhi persyaratan perlindungan merek, bahkan setelah 

penggunaan dalam jangka waktu yang lama (Incapable of becoming 

distinctive: not eligible for trademark protection regardless of lenght 

of use). 

3) Dapat diperolehnya daya pembeda dan memenuhi segala 

persyaratan perlindungan setelah terbentuknya citra yang dibangun 

 
76 Ibid, hlm.48 
77 Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, Op. Cit, hlm. 59. 
78 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahan Hak Ekslusif, Airlangga University 

Press, Surabaya, 2007, hlm. 164. 
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pada konsumen (Capable of becoming distinctive: eligible for 

protection only after development of consumer association). 

2.  Sistem Pendaftaran Merek 

Merek yang terdaftar pada dasarnya merujuk pada merek yang secara 

resmi terdaftar dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan Undang-Undang 

Merek kita. Pemilik atau pemegang merek hanya akan diakui dan 

mendapatkan perlindungan setelah merek tersebut berhasil didaftarkan. 

Prinsip ini sesuai dengan hukum merek di Indonesia saat ini, yang mengikuti 

prinsip "first to file," yang berarti pemilik merek atau pemegang merek perlu 

mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan Hak atas Merek.79  

Mulanya Indonesia menerapkan sistem deklaratif dalam bentuk 

perlindungan hukum merek yang berlandaskan pada Undang-Undang Tahun 

1961 tentang Merek.80 Menurut sistem deklaratif bahwa tidak diwajibkannya 

kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya, pendaftaran yang 

dilakukan hanya berupa pembuktian bahwa merek yang akan didaftarkan oleh 

pendaftar tersebut merupakan merek yang pertama kali digunakan oleh 

pendaftar tersebut.81 Proses pendaftaran ini tidak berarti memberikan hak 

merek itu secara langsung, melainkan hanya menciptakan dugaan atau asumsi 

hukum (rechtvermoeden) atau presemption iuris yang berarti bahwa pihak 

 
79 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.85. 
80 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 273-274. 
81 Djumhana dan Djubaedilah, Op.Cit, hlm. 173. 
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yang mendaftarkan merek tersebut adalah pemilik sah dari merek tersebut dan 

merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek itu.82  

Menurut sistem deklaratif, bahwasanya pemilik merek yang secara sah 

menurut hukum ialah siapa yang menggunakan merek tersebut pertama kali.83 

Dalam hal ini, yang menciptakan hak atas merek adalah orang yang pertama 

kali menggunakannya, bukan yang pertama kali mendaftarkannya. Namun, 

jika ada pihak lain dapat membuktikan bahwa merekalah pihak yang pertama 

kali menggunakannya, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran 

merek tersebut.84 

Sistem deklaratif ini memiliki kelemahan dalam menjamin kepastian 

hukum, karena pihak yang telah mendaftarkan mereknya, bisa saja merek 

yang telah didaftarkan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain yang 

mengklaim bahwa mereka sebagai pemilik pertama kali dari merek tersebut.85 

Para ahli hukum sepakat bahwa Undang-Undang Tahun 1961 tentang Merek 

ini memiliki banyak kekurangan, ini disebabkan oleh penerapan sistem 

deklaratif atau first to use principle yang  kerap kali menyulitkan dalam 

menentukan siapa yang sebenarnya menjadi pemakai pertama dengan itikad 

baik terkait dengan merek yang dipersengketakan.86 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Saidin, Loc.Cit. 
85 Ibid, hlm. 276. 
86 Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 20. 
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Dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh sistem deklaratif tersebut, 

maka sistem perlindungan hukum terhadap merek ini telah diubah yang 

awalnya menggunakan sistem deklaratif dikonversi menjadi sistem 

konstitutif. Dinamika yang terjadi ini berkaitan dengan  tujuan utama dari  

negara hukum yang salah satunya ialah menjamin kepastian hukum kepada 

seluruh warga negaranya, dalam konteks ini yang artinya negara berupaya 

memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha terhadap merek 

dagang atau jasa mereka.87  

Di dalam sistem konstitutif  hak atas merek dapat diperoleh ketika merek 

tersebut didaftarkan, yang berarti ketika seseorang mendaftarkan sebuah 

merek maka mereka telah mendapatkan hak eksklusif atas merek hasil dari 

pendaftaran tersebut.88 Di dalam sistem ini pendaftaran merek menjadi 

langkah yang krusial, karena merek yang tidak terdaftar tidak mendapat  

perlindungan hukum. Sistem konstitutif dikenal juga sebagai sistem aktif, ini 

mengindikasikan bahwa pemilik hak atas merek yaitu seseorang atau  badan 

hukum yang telah resmi mendaftarkan mereknya, hal ini mengacu pada asas 

presumption of ownership. 89 

Perubahan dasar perlindungan merek yang awalnya menganut sistem 

deklaratif ke sistem konstitutif ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (5) Undang-

 
87 Saidin, Op.Cit, hlm. 279. 
88 Zaenal Arifin Dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang 

Terdaftar”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1, 2020, Hlm. 53-54. 
89 Djumhana dan Djubaedilah, Op.Cit, hlm. 186. 
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Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 

berbunyi: 

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

pemiliki Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya” 

 

Undang-Undang Merek terbaru ini menyatakan bahwa hak atas merek 

dapat diberikan kepada pemilik merek tersebut jika mereknya itu sudah 

terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM). Kepastian hukum yang diberikan 

oleh negara kepada pemilik merek tersebut menghasilkan manfaat bagi 

pemilik merek yaitu dengan bukti pendaftaran yang sah dan pengakuan merek 

melalui sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas merek.90  

3. Proses Pendaftaran Merek 

Prosedur yang dilakukan oleh pendaftar untuk melakukan permohonan 

pendaftaran merek lebih lengkapnya diuraikan secara rinci pada Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, antara lain: 

1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau 

Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik 

dalam bahasa Indonesia. 

2) dicantumkan Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus: 

a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan. 

b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon. 

c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan 

melalui Kuasa. 

 
90 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.Cit, Hlm 32. 
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d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur warna. 

e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali 

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan 

f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau 

jasa. 

3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 

4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

label Merek dan bukti pembayaran biaya. 

5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang 

dan/atau jasa. 

6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk 

karakteristik dari Merek tersebut. 

7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, 

label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. 

8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri 

dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan 

pendaftarannya. 

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Permintaan pendaftaran merek perlu mendapat tanda tangan dari pemiliki 

merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran itu diajukan lebih dari satu 

orang atau badan hukum maka hak atas merek tersebut dimiliki bersama. 

Nama pihak-pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran wajib 

dicantumkan semuanya dan memilih alamat dari salah satu dari yang 

mengajukan permintaan tersebut.91 

Dalam hal penandatanganan harus ada penunjukan salah satu dari 

seseorang atau badan hukum tersebut, disertai dengan persetujuan tertulis 

orang-orang atau badan hukum yang tidak turut serta mendatanganinya. 

Namun, jika permintaan pendaftaran merek itu melalui seorang kuasa maka 

 
91 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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surat kuasanya itu wajib ditandatangani oleh pihak yang memiliki hak atas 

merek.92  

Kemudian lebih lanjut lagi pada Pasal 6 Undang-Undang Merek 

menyatakan bahwa:93 

1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/ atau jasa dapat 

diajukan dalam satu Permohonan. 

2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 

yang dimohonkan pendaftarannya. 

3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Sebagaimana juga dijelaskan pada Pasal 7 syarat dari pemohon yang 

berkedudukan di luar Negeri adalah:94 

1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek 

yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa. 

2) Pemohon sebagaimana pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih 

alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. 

 
92 H. Ok. Sadikin, Op.Cit, hlm.369 
93 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
94 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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Pengumuman terkait dengan permohonan merek ini diatur dalam Pasal 

14 yang menyatakan bahwa Menteri melakukan pengumuman permohonan 

dalam Berita Resmi Merek dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak 

tanggal penerimaan permohonan. Setelah itu, pengumuman permohonan 

tersebut akan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan harus memenuhi 

ketentuan minimum yang diumumkan di Berita Resmi Merek. Penerbitan 

Berita Resmi Merek akan dilakukan bertahap oleh Menteri melalui sarana 

elektronik maupun non-elektronik.95 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat tanggal 

diumumkannya permohonan sesuai dengan yang telah diterangkan Pasal 15 

Undang-Undang Merek, pengumuman sebagaimana mencantumkan:96 

a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan 

diajukan melalui Kuasa; 

b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa; 

c. Tanggal penerimaan; 

d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 

dan 

e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label 

Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin 

dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, 

disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau 

angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara 

pengucapannya dalam ejaan latin. 

 

Jika telah melakukan seluruh prosedur terkait dengan permohonan 

pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan jika 

 
95 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
96 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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telah disetujui maka pendaftar berhak untuk mendapatkan sertifikat sebagai 

bukti telah terdaftarnya merek tersebut, yang menjadi bukti bahwa pemilik 

hak atas merek secara sah dilindungi oleh hukum. Disebutkan pada Pasal 1 

ayat (5)  bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada  pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya. 

4. Peran Otoritas atau Lembaga terkait dalam Perlindungan Merek 

Pada saat ini kekayaan intelektual telah menjadi suatu bagian yang 

berharga dari aset yang tidak terlihat (intangible) sebuah perusahaan, aset ini 

berperan penting dalam meningkatkan value dari produk dan layanan yang 

ditawarkan kepada publik. Peran lembaga hukum terkait dengan 

perlindungan merek menjadi otoritas Direktorat Jenderal Hukum Hak 

Intelektual dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

peran yang diberikan ialah memberi kepastian hukum kepada pemilik hak 

atas merek yang sebenarnya, dengan mematuhi semua peraturan hukum  

mengenai persaingan bisnis.97 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengemban tugas dalam 

penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan yang 

berhubungan dengan kekayaan intelektual di Indonesia sesuai dengan 

 
97 Eddy Santoso dan Andriensjah, Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Percetakan Pohon  Cahaya, Depok, 2022, hlm.53. 
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ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.98 Dalam 

menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki 

beberapa fungsi utama, yaitu:99 

1. Merumuskan kebijakan terkait perlindungan hukum atas kekayaan 

intelektual, mengurus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, 

melakukan penyidikan, menyelesaikan sengketa, melayani pengaduan, 

menjalin kerjasama, mempromosikan kekayaan intelektual, dan 

mengelola teknologi informasi. 

2. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan yang 

telah disebutkan pada poin 1, dalam hal perlindungan hukum kekayaan 

intelektual. 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait perlindungan 

kekayaan intelektual. 

4. Melakukan observasi, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan 

kekayaan intelektual. 

5. Melakukan tugas administratif terkait dengan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual. 

6. Melakukan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Menteri. 

Adapun badan yang terkait dengan perlindungan merek ialah Komisi 

Banding Merek yang diamanatkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 

 
98 Ibid, hlm.54. 
99 https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual (diakses pada 

tanggal 27 September 2023 pukul 17.23.) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual
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Tahun 2001 tentang Merek, menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, 

pengkajian, penilaian, dan penganalisaan, serta memberi keputusan terhadap 

Permohonan Banding.100 Disebutkan juga pada Pasal 1 angka 19 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Komisi Banding Merek adalah badan 

khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.101 

C. Sistem Penghapusan Merek Di Indonesia 

1. Pelanggaran Merek 

Dalam ketentuan yang mengatur tentang Merek, ada tiga (3) kategori 

mengenai pelanggaran merek, yaitu:102 

a. Pelanggaran yang terjadi ketika suatu merek memiliki persamaan 

dengan merek lain yang sah berupa sumber, sponsor, afiliasi, atau relasi 

yang berkaitan. Sistem merek tradisional bertujuan agar konsumen bisa 

mengidentifikasi produsen yang berbeda-beda, sehingga konsumen 

memiliki preferensi dalam menentukan pilihan dari suatu produk 

barang dan/atau jasa.  

b. Menjiplak atau menggunakan merek yang sama persis dengan merek 

yang sah, dapat dikenai dengan hukuman pidana. Pada dasarnya, setiap 

upaya menggunakan merek yang sama persis  untuk produk identic 

 
100 https://www.dgip.go.id.komisi-banding (diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 

17.38.) 
101 Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis. 
102 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi), 

Prenadamedia Group , Jakarta, 2015, hlm.311. 

https://www.dgip.go.id.komisi-banding/


 

45 
 

(double identity) dapat dianggap sebagai perbuatan pemalsuan 

(counterfeiting). 

c. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut 

diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil dari 

pelanggaran merek. 

Pernyataan yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa “kesamaan 

dalam keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen”, pernyataan tersebut 

dapat dikatakan bahwa persamaan diartikan sebagai pemalsuan / imitasi.103 

Menurut  Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek bahwa persamaan pada 

pokoknya itu adalah kemiripan yang disebabkan oleh terjadinya unsur yang 

dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga 

menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan 

bunyi ucapan, yang terdapat di dalam merek tersebut.104 

2. Pembatalan Merek 

Pembatalan merek merupakan salah satu tata cara yang dapat dilakukan 

oleh suatu pihak untuk megnhilangkan eksistensi pendaftaran merek yang 

terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM) atau dengan menghilangkan 

kekuatan hukum merek tersebut.105 Merek yang telah terdaftar bisa dibatalkan 

 
103 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum  dan Hukum Merek di Indonesia, 

PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 105. 
104 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
105 Rahmi Jened, Hukum Trademark…, Op.Cit 291. 
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melalui jalur hukum oleh pihak yang memiliki kepentingan atas dasar merek 

itu tidak dapat didaftarkan atau ditolak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek yang lama, ditempuh melalui 

Pengadilan Niaga. Selanjutnya langkah hukum yang bisa diambil terhadap 

gugatan pembatalan dari putusan Pengadilan Niaga ialah dengan mengajukan 

langkah kasasi.  

Gugatan terhadap pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan paling 

tidak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkannya merek. 

Jangka waktu memiliki ketentuan dan memiliki pengecualian jika merek 

tersebut memiliki unsut itikad yang tidak baik, bertentangan dengan ideologi 

negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.106 Yang dimaksud dengan bertentangan dengan moralitas, 

agama, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah penggunaan suatu tanda 

merek yang menjadi pemicu menyinggung perasaan, merusak norma 

kesopanan, mengganggu ketentraman, atau menyinggung keyakinan 

keagamaan atau kelompok masyarakat tertentu.107 Yang dimaksud 

bertentangan dengan ketertiban umum adalah jika terjadinya perbuatan itikad 

tidak baik.108 

Menanggapi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap 

gugatan pembatalan merek hanya bisa ditempuh melalui kasasi, isi dari 

 
106 Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
107 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 86. 
108 Ibid 
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putusan Pengadilan Niaga dapat segera disampaikan oleh panitera 

bersangkutan dan langsung disampaikan ke Direktorat Jendral sejak tanggal 

putusan keluar. Pelaksanaan pembatalan merek terdaftar yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Jendral dari Daftar Umum Merek (DUM) lalu diumumkan di 

Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan yang diterima sudah 

memiliki kekuatan hukum tetap.109 

Pemberitahuan terkait dengan pembatalan merek akan di informasikan 

secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, serta memberikan alasan 

mengenai pembatalan tersebut dan memberi penegasan semenjak tanggal 

pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), dan juga sertifikat merek yang 

telah mendapat pembatalan tersebut sudah tidak memiliki perlindungan 

hukum.110 Pembatalan hak atas merek yang telah dilakukan akan menjadi 

kewenangan negara dan menjadi hak bebas, tanda dalam merek yang sudah 

mendapat pembatalan menjadi tanda yang bebas dan bagi pihak yang lain jika 

ingin mendaftarkan tanda dari merek tersebut dengan melakukan permohonan 

pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.111 

3. Penghapusan Merek 

Penghapusan merek dapat terjadi apabila dalam penggunaan merek 

tersebut melenceng dari tujuan utama pemberian hak atas merek yang 

diberikan oleh negara. Yang dimaksud dengan penggunaan merek dalam hal 

 
109 Ibid, hlm. 87. 
110 Ibid. 
111 Rahmi Jened, Op.Cit, Hlm.  297. 
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ini yaitu untuk memelihara suatu pendaftaranmerek dan hak eksklusif yang 

timbul dari pendaftaran merek.112 Pada Pasal 61 Undang-Undang Merek yang 

lama terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan pendaftaran 

merek dari Daftar Umum Merek (DUM), yaitu:113 

a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal. 

b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan  pada Undang-Undang Merek yang lama tentang 

penghapusan merek atas prakarsa Menteri, disebutkan bahwa:114 

a. Merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir merek tersebut, kecuali ada alasan yang dapat 

diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu larangan memperdagangkan 

barang ke luar negeri (impor) dan larangan yang berkaitan dengan izin 

bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau 

keputusan dari pihak yang berwenang dan bersifat sementara, dan 

larangan lainnya yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah. 

b. Merek yang digunakan dalam jenis barang dan/atau jasa yang tidak 

sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, 

 
112 Rahmi Jened, Op.Cit, hlm. 303. 
113 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 79. 
114 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
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termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang 

didaftarkan. 

Yang telah disebutkan diatas pada angka (a) bahwa yang dimaksud 

dengan pemakai terakhir adalah penggunaan terakhir pada merek yang 

diperdagangkan pada produksi barang dan/atau jasa. Pemakaian terakhir 

dapat di identifikasi terhitung sejak tanggal terakhir pemakaian, bahkan 

ketika barang tersebut masih diperdagangkan luas di masyarakat. Selain itu, 

kesalahan pada penggunaan mencakup kesalahan baik itu dalam bentuk 

pemilihan kata atau huruf, atau pada penggunaan warna yang berbeda. 

Dilakukannya penghapusan merek atas prakarsa Menteri juga diatur 

dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, penghapusan merek 

terjadi jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut:115 

a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis; 

b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan 

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah 

merupakan tradisi turun menurun. 

 
115 Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 entang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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Penghapusan merek yang diprakarsai oleh Menteri atau Direktorat 

Jendral akan dicatat pada Daftar Umum Merek dan akan dilakukan 

pengumuman melalu Berita Resmi Merek.116 Sebelum dilakukannya 

penghapusan merek atas prakarsa Menteri, Menteri terlebih dahulu akan 

meminta rekomendasi kepada Komisi Banding Merek dan Komisi Banding 

Merek akan memberi rekomendasi terkait dengan penghapusan merek 

tersebut kepada Menteri.117 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis menerangkan juga ketika ada suatu pihak yang merasa keberatan 

atas penghapusan yang dilakukan terhadap mereknya maka pihak tersebut 

bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan 

Tata Usaha Negara. Selanjutnya menanggapi atas putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara, pihak tersebut bisa melanjutkan upaya hukum berupa kasasi 

ke Mahkamah Agung.118 Pada Undang-Undang Merek yang lama dijelaskan 

bahwa jika ada pihak yang merasa keberatan akan penghapusan merek nya, 

maka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga.119 Jika dilihat 

pada Undang-Undang yang lama dengan yang baru, terdapat perbedaan pada 

saat mengajukan keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar 

tersebut. 

 
116 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 80. 
117 Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, Op.Cit, hlm. 40. 
118 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
119 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
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D. Merek dalam Perskpektif Hukum Islam 

Isu hak pemilikan intelektual telah berkembang lebih dari aspek hak 

kekayaan intelektual. Saat ini, berbagai berbagai kepentingan ekonomi dan 

politik telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isu kekayaan 

intelektual.120 Di dalam islam terdapat juga pandangan tentang brand atau 

merek, brand atau merek merupakan suatu yang menjadi identitas oleh 

perusahaan. Dalam problem terkait dengan kekayaan intelektual, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) turut merespon problem tersebut. Hak kekayaan intelektual 

oleh hukum islam (syara’) mendapatkan perlindungan, berlandaskan aqidah 

(istishlah) karena setiap pelanggaran merek yang terjadi merupakan suatu 

kejahatan terhadap hak kepemilikan.121 

Berdasarkan perspektif hukum islam merek adalah bagian dari kepemilikan 

pribadi, bukan kepemilikan umum. Hak kepemilikan pribadi adalah hak milik 

syara’ oleh individu untuk kepentingan sesuatu, baik dimanfaatkan berupa 

benda atau jasa.122 

Menurut hukum islam terdapat 5 (lima) sebab-sebab terjadinya kepemilikan 

individu, yaitu:123 

1) Ashabul al-tamalluk, yang berarti didapatkan dengan kerja keras. 

2) Al-‘amal, didapatkan oleh hak waris. 

 
120 Neni Sri Irnaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan, 

Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 123. 
121Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9. 
122 Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek”, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2008), hlm. 35. 
123 Ibid, hlm. 36 
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3) Al-irts, harta hasil pemberian negara yang digunakan untuk keperluan 

bertahan hidup. 

4) I’thau al-daulah, keperluan yang dipergunakan untuk kemakmuran 

masyarakat seperti hasil pertanian atau perkebunan, hasil yang 

didapatkan dari pajak, dan uang modal. 

5) Harta yang didapatkan oleh seseorang tanpa usaha atau hadiah 

santunan. 

Hal yang terkandung di unsur merek harus berlandaskan nilai-nilai islam, 

seperti tidak boleh mengadung unsur judi (Q.S.Al-Maidah:90), tidak boleh 

mengandung unsur riba (Q.S.Al-Baqarah:275), tidak boleh ada unsur kezaliman 

(Q.S.At-Taubah:19), serta nilai yang diberikan sejalan dengan apa yang 

diungkapkan dan mencermikan prinsip-prinsip kejujuran, kesetaraan, kerjasama, 

dan transparansi.124 Allah berfirman dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa 

kita harus bersikap adil sesuai dengan QS. Al-Maidah:8 yang berbunyi: 

ِ  شُهَداَۤءَ  باِلْقِسْطِ   وَلَ  امِيْنَ  لِِلٰ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ  اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوَّ

ى الََّ  تعَْدِلوُْا   اعِْدِلوُْا   هُوَ  اقَْرَبُ  لِلتَّقْوٰى  
 يَجْرِمَنَّكُمْ  شَناَٰنُ  قَوْم   عَلٰٰٓ

 وَاتَّقوُا اٰللَّ   اِنَّ  اٰللَّ  خَبيِْر    بمَِا تعَْمَلوُْنَ 

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong 

kamu utnuk bersikap tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat pada 

 
124 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Cetakan Ke-4, 

Mizan, Bandung, 2006, hlm. 182. 
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takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhny a Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8). 

Di dalam islam juga mengatur tentang perlindungan hak merek dagang yang 

berlandaskan pada prinsip syariah terkait dengan teori maqasid syari’at (tujuan 

syariah) dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam berkehidupan. Perwujudan 

maqasid syari’at untuk perlindungan merek ini juga ada hubungannya dalam 

menjaga serta melindungi hak kepemilikan atau harta benda (Mukhafadhah al-

Maal). Islam memberikan apresiasi kepada setiap umatnya yang berusaha secara 

halal baik melalui tenaga fisik ataupun pemikiran dalam menciptakan merek 

dagang, dan islam mengakui usaha tersebut berhak didapatkan oleh orang 

tersebut. 

        Perlindungan terhadap hak kepemilikan merek diatur dalam tingkat yang 

lebih tinggi (saddu dzari’at) sebagai tindakan pencegahan dalam beramal ketika 

adanya perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Ketika berbicara terkait hak 

merek dagang yaitu prinsip saddu dzari’at, yaitu dapat mencegah terjadinya 

kerugian atau maslahat seperti tindakan meniru merek yang telah dimiliki oleh 

pihak lain.125 Sebagaimana juga yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai 

perlindungan atas merek ini, yaitu pada Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi: 

 
125 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, 

hlm. 352. 
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وَالكَُمْ  بَي نكَُمْ  باِل باَطِلِْ اِلَّاْ انَْ  ا امَ  ا لَّْ تأَ كُلوُ ا  يٰاايَُّهَا الذَِي نَْ اٰمَنوُ 

ْۗ اِنَْ اٰللَّْ كَانَْ بكُِمْ  اْ انَ فسَُكُمْ  ْْۗ وَلَّْ تقَ تلُوُ ا ن كُمْ  ْ م ِ نَْ تِجَارَة ْ عَنْ  ترََاض   تكَُو 

اْ  رَحِي م 

Terjemahannya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sesame suka diantaramu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang. (Q.S. An-

Nisa:29) 

Semua jenis pelanggaran terhadap merek, terutama tindakan pembajakan 

adalah perbuatan  yang dilarang hukum positif ataupun dari hukum islam yang 

menganggap itu merupakan suatu bentuk kezaliman. Adapun hadist-hadist yang 

melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim kepada sesama muslim, yaitu: 

“Seorang muslim adalah saudara muslim (yang lain) , ia tidak boleh berbuat 

zalim dan menghinanya” (HR Bukhari). 

“Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas din-Ku dan 

aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu maka, 

janganlah kamu saling menzalimi.” (HR Muslim). 

Ada beberapa ayat Al-Qur’an  yang menekankan pentingnya keadilan dalam 

tindakan pemerintah atau otoritas yang terkait dengan penegakan perlindungan 

hukum merek, salah satunya adalah Q.S.An-Nisa: 58 yang berbunyi: 

تمُْ  بيَ نَْ الناَسِْ انَْ  لِهَاْ  وَاِذاَ حَكَم  مَٰنٰتِْ الِٰاىْ اهَ   اِنَْ اٰللَّْ يأَ مُرُكُمْ  انَْ  تؤَُدُّوا الّ 

ْۗ اِنَْ اٰللَّْ كَانَْ سَمِي ع اْ  لِْْۗ اِنَْ اٰللَّْ نعِِمَا يعَِظُكُمْ  بهِْ  ا باِل عَد  كُمُو   تحَ 

ا  بَصِي ر 
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Terjemahannya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar,  

Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58). 
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BAB III 

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK 

BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI 

INDONESIA 

A. Tindakan Penghapusan Merek Terdaftar “Bensu” Yang Dimiliki Oleh PT. 

Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia Sudah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

Tujuan dari penghapusan merek pada dasarnya untuk memastikan bahwa 

merek yang sudah terdaftar digunakan secara sah dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum. Ini sesuai dengan 

definisi merek pada Pasal 1 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa 

merek tersebut digunakan untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya.126 Undang-Undang Merek menyediakan mekanisme hukum 

untuk melakukan penghapusan merek dengan tujuan mencegah kompetisi usaha 

yang tidak sehat dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang 

mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.127 Ketentuan untuk mendapatkan 

Hak Atas Merek dapat dilakukan dengan cara melalui pendaftaran merek.128 

 
126 Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
127 Rizky Assyarif, Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat 

Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Depok, 2009, hlm. 46. 
128 Djumhana dan Djubaedillah, Op. Cit, hlm. 256. 
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 Di Indonesia proses dalam pendaftaran merek mengikuti prinsip “First to 

File”, yang berarti bahwa pihak yang telah berhasil mendaftarkan mereknya 

maka pihak tersebutlah  yang sah secara hukum memiliki merek itu dan akan 

memiliki hak eksklusif terhadap merek terkait, dan bagi pihak lain agar dapat 

menghargai hak merek seseorang sebagai hak mutlak.129 Dengan jaminan hukum 

yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Merek, maka bagi setiap 

perorangan ataupun perusahaan yang ingin menggerakkan bisnisnya alangkah 

baiknya agar melalukan pendaftaran merek baik produk atau jasa yang akan 

ditawarkan. 

Suatu merek memiliki kemungkinan terjadinya penghapusan terhadap 

merek yang telah terdaftar, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 72 sampai dengan  

Pasal 75 mengenai sebab penghapusan merek, yaitu: 

1. Penghapusan atas Permohonan Pemilik Merek 

Timbulnya penghapusan merek terdaftar oleh Menteri Hukum dan 

HAM dapat terjadi karena adanya permohonan penghapusan merek yang 

diajukan oleh pemilik merek. Permohonan penghapusan merek dapat 

diajukan oleh pemilik merek maupun melalui kuasa hukumnya, baik 

sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.130 Pemilik merek yang 

mengajukan penghapusan terhadap mereknya biasanya dikarenakan pemilik 

merek tersebut sudah tidak memproduksi atau tidak mendistribusikan 

 
129Ibid  
130 Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 



 

58 
 

barangnya lagi kemasyarakat. Dengan demikian, maka pemilik merek 

diharuskan untuk mengajukan penghapusan ke Direktorat Jenderal secara 

tertulis serta menyebutkan merek terdaftar dengan nomor pendaftaran 

merek tersebut. Dalam hal merek masih terikat oleh perjanjian lisensi , maka 

penghapusan terhadap merek dapat dilakukansetelah mendapat persetujuan 

secara tertulis oleh penerima lisensi.131 

2. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM 

Terdapat juga beberapa hal-hal yang memungkinkan suatu merek dapat 

dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,  penghapusan 

tersebut berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi:132 

“Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan 

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, 

Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk 

melakukan penghapusan.” 

 

Rekomendasi penghapusan ini diajukan oleh Komisi Banding Merek 

kepada Menteri dengan tujuan penghapusan merek tersebut setelah terbukti 

melanggar peraturan terkait. Adapun mengenai penghapusan merek juga 

dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 72 ayat (7) yang berbunyi:133 

Penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dapat dilakukan jika: 

 
131 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op. Cit, hlm. 62. 
132 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
133 Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis; 

b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah 

merupakan tradisi turun menurun. 

Selama tahap pemeriksaan subtantif, seringkali muncul masalah ketika 

Merek yang diajukan untuk pendaftaran memiliki kesamaan baik sebagian 

maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya dan problematika 

ini biasa disebut double registration.134 Yang dimaksud dengan 

permasalahan double registration ini ialah terdapat dua merek terdaftar yang 

memiliki persamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dalam Daftar 

Umum Merek (DUM).135 Double registration atau pendaftaran ganda dapat 

terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk itikad yang tidak baik atau 

ketidaktahuan dari pihak yang ingin mendaftarkan merek, kecerobohan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelalaian pemeriksa, dan 

subjektifitas dalam proses pemeriksaan.136 

Jika Direktorat Jenderal dalam mengambil keputusan mengalami 

kekeliruan dan menimbulkan kerugian kepada pemilik merek, maka pemilik 

 
134 Theresia Wijaya dan Ariawan, Op.Cit, hlm. 98. 
135 Ibid. 
136 Ibid, hlm.99 
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merek berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk 

membatalkan penghapusan merek terhadap merek miliknya.137 Namun, 

tidak ada opsi untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan 

Pengadilan Niaga Tersebut. Jika gugatan penghapusan merek diterima dan 

sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Direktorat Jenderal harus 

merealisasikan penghapusan merek tersebut dari Daftar Umum Merek 

sesuai dari hasil putusan tersebut dan mengumumkannya melalui Berita 

Resmi Merek.138 

Proses Penghapusan merek terdaftar sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau 

kuasa hukumnya dengan mencantumkan alasan penghapusan dan 

mengkorfimasi bahwa merek tersebut telah dihapus dari Daftar Umum 

Merek (DUM). 

3. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Gugatan Pihak Ketiga 

Pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan mengenai 

bahwa pihak ketiga hanya dibatasi hanya kepada pihak yang 

berkepentingan.139 Pihak berkepentingan  yang  dijelaskan pada Pasal 76 

ayat (1) diantaranya yaitu pemilik dari merek terdaftar, jaksa, yayasan atau 

 
137 Chandra Gita, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Budi Utama, Yogyakarta, 

2019, hlm. 72. 
138 Desi Anggriyati, Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran 

Setelah Adanya Pembatalan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

2019, Hlm. 53. 
139 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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lembaga bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan.140 Pihak 

ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemilik merek terdaftar 

yang menghadapi permasalahan dengan merek lain yang diminta untuk 

dicabut pendaftarannya karena memiliki kesamaan pada pokok maupun 

keseluruhannya. 

Seperti kasus yang penulis teliti ini yaitu pada kasus sengketa merek antara 

PT. Ayam Geprek Benny Sudjono milik Benny Sudjono yang mereknya dikenal 

dengan “I AM GEPREK BENSU” kontra Ruben Samuel Onsu yang memiliki 

merek yang sebagian atau keseluruhannya sama persis dengan milik Benny 

Sudjono yaitu “GEPREK BENSU”. Ruben dalam hal ini mengklaim bahwa 

dialah selaku pemegang merek yang sah dan kemudian melayangkan gugatan ke 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Agustus 

2019 dengan Nomor Register Perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga 

Jkt. Pst. Tetapi, Pengadilan memutuskan bahwa PT. Ayam Geprek Benny 

Sudjono lah yang berhak untuk menggunakan merek tersebut karena Ruben 

Onsu dinyatakan tidak terbukti secara sah sebagai pemilik merek “BENSU”.141  

Selanjutnya Majelis Hakim memberi instruksi kepada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual agar dapat membatalkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu, 

 
140 Chandra Gita, Loc. Cit. 
141 M. Idris, “Kronologi Sengketa Perebutan Merek Antara Ruben Onsu Dengan Benny 

Sujono”, terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-

onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all (Diakses pukul 08.11 

tanggal 19 September 2023) 

https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all
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pembatalan yang dilakukan ini berdasarkan pada prinsip first to file.  

Berdasarkan hal tersebut yang dimana untuk pertama kali mengajukan 

permohonan pendaftaran merek tertanggal 3 Mei 2017 dengan nomor 

permohonan J002017019561 dan telah mendapat jaminan perlindungan hukum 

yang dimana telah terdaftar dalam Indonesia Daftar Merek (IDM) tertanggal 

24 Mei 2019 IDM000643531 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sudjono 

dengan jenis barang atau jasa kelas 43, di lain sisi pihak Ruben baru 

mendaftarkan mereknya pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor 

permohonan pendaftaran merek J002017039956.142 

Kembali diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-

HKI/2020 bahwa yang dilakukan Ruben Onsu dan Kuasa Hukumnya mengenai 

klaim merek “BENSU” tidak terbukti. Mahkamah Agung telah menetapkan 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga yang dianggap telah final dan 

terbukti secara hukum bahwa Benny Sudjono merupakan pemilik sah dari 

merek “BENSU”.143 

 Setelah Benny Sudjono dinyatakan menang dan dianggap sebagai pemilik 

yang sah oleh Pengadilan Niaga dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, 

lalu timbul permasalahan terbaru yaitu terjadinya penghapusan merek terdaftar 

yang dimiliki oleh Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan 

Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  

 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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Penghapusan ini berdasarkan pada permintaan dari Komisi Banding 

Merek yang terdapat dalam Surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tanggal 16 

September 2020 yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar 

dapat menghapus merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR  

dengan nomor pendaftaran IDM000643531.  

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Benny Sudjono kemudian 

mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta terhadap tindakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual. Hal ini dilakukan Benny karena penghapusan mereknya berpotensi 

memungkinkan pihak lain untuk mendaftarkan merek yang pada dasarnya 

identik dengan merek miliknya. Benny Sudjono berpendapat bahwa mereknya 

telah disetujui dan sudah diuji berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 13 Januari 2020 jo. Putusan Nomor 

575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap.144  

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 196/G/2020/PTUN-

JKT, Benny Sudjono sebagai pihak penggugat menguraikan dasar-dasar 

gugatannya, yaitu:145 

 
144 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT. 
145 Ibid. 
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1. Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan yang menghapus merek 

terdaftar atas nama penggugat dari Daftar Umum Merek sebagai berikut: 

 

Merek  : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR +  

     LUKISAN 

No. Pendaftaran : IDM000643531 

Kelas   : 43 

Atas nama  : PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO 

Penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh tergugat karena 

tidak mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang 

menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dianggap 

melakukan kesewenangan jika keputusan atau tindakan yang mereka 

ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap.  Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak 

keputusan atau tindakan ditetapkan. 

2. Penerbitan surat keputusan oleh Tergugat dikualifikasikan sebagai 

Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan penerbitan surat keputusan ini telah melanggar 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, dan e. 
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3. Perbuatan yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 64 

ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan jika terdapat cacat 

wewenang, prosedur, dan substansi. 

4. Bahwa penghapusan merek terdaftar yang diajukan Penggugat 

berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek adalah 

tidak sah dan tanpa dasar hukum karena merek Penggugat telah terdaftar 

dalam Daftar Umum Merek  sebelumnya, Tergugat telah memanfaatkan 

haknya dengan menjalankan langkah-langkah registrasi pendaftaran 

merek, Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan substantif terhadap 

permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga 

Tergugat memasukkan merek yang dimiliki Penggugat ke dalam Daftar 

Umum Merek dan mengeluarkan sertifikat merek milik penggugat. 

5. Bahwa karena merek yang dimiliki oleh Penggugat telah kehilangan 

perlindungan hukum dan Penggugat tidak lagi memiliki hak eksklusif 

atas merek tersebut, berdasarkan prinsip first to file dalam pendaftaran 

merek, penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat mengakibatkan 

kerugian besar karena Penggugat tidak lagi mendapatkan perlindungan 

hukum dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut. 

6. Oleh karena itu, adanya dasar hukum yang memadai untuk menyatakan 

Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor 

HKI-KI,06.07-11 tertanggal 6 Oktober 2020 mengenai penghapusan 
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merek terdaftar atas prakarsa Menteri batal dan tidak sah, sehingga 

Tergugat memiliki kewajiban untuk memulihkan status merek yang 

dimiliki Penggugat ke Daftar Umum Merek seperti sebelum 

dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. 

Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan 

merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dilatar belakangi oleh adanya persamaan 

atau akronim dari nama Ruben Onsu yang merupakan orang terkenal. 

Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan 

Tergugat dalam kasus ini, menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Benny 

Sudjono sebagai Penggugat. Direktorat Jenderal telah menyetujui permohonan 

pendaftaran merek yang diajukann Penggugat dan mengeluarkan sertifikat 

Merek dengan Nomor IDM000643531 atas nama Benny Sudjono tertanggal 24 

Mei 2019.  

Menurut Direktorat Jenderal, merek tersebut dihapus karena menyebabkan 

ketidakpastian hukum dan kebingungan (likelihood of confusion) pada 

masyarakat mengenai asal usul suatu produk yang memiliki merek yang 

memiliki kesamaan. Dalam dalilnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor HKI-KI.06.07-11 yang 

dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 dianggap sah dan tidak merupakan 

perbuatan melawan hukum.  

Sedangkan objek penghapusan merek yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual saat setelah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan 
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Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah menetapkan PT. 

Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik yang sah. Sehingga perbuatan 

Direktorat Jenderal dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sesuai 

yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa jika keputusan atau 

tindakan yang diambil bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah  

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan dapat 

diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang.146 

Pertimbangan alasan penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap merek milik PT. Ayam Geprek Benny 

Sudjono berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek, yang 

berbunyi:147 

“Merek tidak dapat didaftar jikamemuat unsur yang dapat menyesatkan 

masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama 

varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.” 

 

Majelis Hakim menganggap bahwa dalil yang disampaikan Tergugat 

yang menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar milik Benny Sudjono 

sesuai dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek adalah suatu hal yang 

bertentangan dengan hukum, karena pada Pasal tersebut tidak dapat dijadikan 

dasar sebagai tidak dapat didaftarkan dan ditolaknya suatu permohonan 

 
146 Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
147 Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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pendaftaran merek.148 Merek terdaftar dari Penggugat tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan  dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 

57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Januari 2020 jo. 

Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap.  Putusan ini mengkonfirmasi bahwa 

Penggugat adalah pemiliki yang sah serta pengguna merek “I AM GEPREK 

BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” dengan Nomor pendaftaran IDM 

000643531 dalam kelas 43, karena itulah keputusan yang dikeluarkan oleh 

Tergugat sebenarnya tidak menimbulkan kebingungan sehingga secara 

substansial tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek. 

Jika masyarakat masih merasa bingung mengenai siapa pemilik dari I AM 

GEPREK BENSU merupakan hal yang wajar karena mayoritas masyarakat 

mengetahui nama “BENSU” yang sudah identik dengan nama artis Ruben 

Samuel Onsu. Sudah sahnya Benny Sudjono sebagai pemilik merek “BENSU” 

sesuai dengan penetapan oleh Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan didukung serta diperkuat oleh Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, maka harusnya secara 

bertahap masyarakat akan mulai menyadari pemilik asli dari I AM GEPREK 

BENSU SEDEP BENEERRR adalah Benny Sudjono. 

 
148 Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-

geprek-ruben-onsu/amp  (Diakses pukul 11.20 tanggal 23 September 2023) 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp
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Dengan mempertimbangkan tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual yang menghapus merek terdaftar “I AM GEPREK BENSU SEDEP 

BENEERRR”  berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek juga 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada 

Komisi Banding Merek. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Komisi 

Banding Merek akan merekomendasikan kepada Menteri untuk menghapus 

merek terdaftar jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut 

memenuhi kriteria penghapusan sesuai dengan Pasal 72 ayat (7) Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis.149  Tetapi jika pemeriksaan tersebut 

tidak mengandung unsur seperti yang disebutkan Pasal 72 ayat (7) Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka Komisi Banding Merek berhak 

merekomendasikan kepada Menteri untuk tidak menghapus merek terdaftar 

tersebut. 

Fakta hukumnya, Komisi Banding Merek sebaliknya merekomendasikan 

penghapusan merek milik Benny Sudjono. Fakta ini tidak sejalan dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi 

Banding Merek. 

Tindakan penghapusan merek terdaftar “BENSU” milik PT. Ayam Geprek 

Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini tidaklah 

 
149 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, 

Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. 
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sejalan dengan ketentuan hukum dan dapat dikatakan seperti tindakan 

sewenang-wenang terhadap otoritasnya. Menurut analisis penulis, tindakan 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai kategori 

Perbuatan Melawan Hukum. Dasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini 

tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yang berbunyi:150 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan oeang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

 

Lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum dijelaskan pada Pasal 

1366 KUHPerdata, yang berbunyi:151 

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang 

disebabkan atas kesalahan atau kelalaiannya.” 

 

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung pada 

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:152 

1. Adanya suatu perbuatan; 

Perbuatan dalam konteks ini bisa dilakukan secara aktif atau pasif, dan 

perbuatan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan akibat hukum 

yang dapat menyebabkan sebab akibat pada korban. 

 
150 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
151 Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
152 Moody Rizqy Syailendra dan Gunardi Lie, “Sengketa Hak Merek Dagang antara Geprek 

Bnesu dan I Am Geprek Bensu”, Jurnal Serina, Vol. 1 No.1, 2021, hlm.56. 
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2. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum; 

Perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum seperti 

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pelanggaran terhadap hak 

orang lain, perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban pelaku, 

perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang 

bertentangan dengan norma-norma sosial. 

3. Adanya kesalahan dari pelaku; 

Unsur dari kesalahan pelaku ini berupa kesengajaan (dolus),kelalaian 

(culpa), tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, dan membela diri. 

4. Timbul kerugian yang dialami korban; 

Perbuatan dari pelaku memiliki unsur yang membuat korbannya 

mengalami kerugian, kerugian yang diderita oleh korban tersebut 

merupakan kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial. 

5. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan 

kerugian; 

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa merek terdaftar 

Benny Sudjono tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah 

divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst 

tanggal 13 Januari 2019 jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 

20 mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan dasar 

penghapusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

yaitu dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat akan asal usul dari 
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“BENSU”  secara substansi tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-

Undang Merek.  

Direktorat Jenderal juga terbukti telah tidak mematuhi persyaratan yang 

dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan atau pejabat 

pemerintahan dianggap melakukan kesewenangan jika keputusan atau 

tindakan yang mereka ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menurut analisa penulis mengenai 

penghapusan merek terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono ini tidak sesuai 

dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat dikategorikan sebagai 

salah satu Perbuatan Melawann Hukum. 

B. Akibat Hukum Atas Penghapusan Merek Terdaftar PT.Ayam Geprek 

Benny Sujono Selaku Pemilik Merek “Bensu” Yang Kemudian Dihapus 

Sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

 

Merek terdaftar adalah merek yang sudah didaftarkan dalam Daftar Umum 

Merek setelah melewati tahapan-tahapan pada proses pendaftaran merek yang 

sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang. Pendaftaran suatu merek 

akan menghasilkan sertifikat merek yang artinya diberi hak atas merek tersebut 
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serta mendapat perlindungan oleh negara. Dalam konteks ini, yang dimaksud 

diberikannya hak oleh negara kepada pemilik merek terdaftar mencakup:153 

1. Terciptanya hak tunggal (sole or single right), hukum atau Undang-

Undang memberikan hak yang independen kepada pemilik merek, hak 

ini berdiri sendiri dan tidak tercampur dengan hak pihak lain; 

2. Adanya hak monopoli (monopoly right) dan tidak ada yang diizinkan 

untuk menjiplak, menggunakan, atau memanfaatkannya dalam 

perdagangan barang dan jasa tanpa persetujuan dari pemilik merek; 

3. Memberikan hak yang lebih tinggi atau paling unggul (superior right), 

hak superior adalah doktrin yang memberikan hak yang lebih tinggi 

kepada pendaftar pertama. Ini membuat pemilik hak atas merek memiliki 

keunggulan dibandingkan merek pihak lain dalam hal perlindungan. 

Sistem perlindungan merek di Indonesia berbasis Konstitutif yang artinya 

bahwa merek hanya mendapat perlindungan setelah didaftarkan, sesuai dengan 

prinsip first to file yang memberikan hak kepada pendaftar pertama.154 

Meskipun begitu, prinsip first to file ini tidak bersifat absolut karena masih ada 

kemungkinan untuk dilakukan pembatalan terhadap merek tersebut. Tindakan 

pembatalan ini dimaksudkan untuk melindungi  pemilik merek yang belum 

mendaftar, namun mereknya digunakan dan didaftarkan oleh pihak yang 

beritikad tidak baik.155 

 
153 Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Pro 

Justitia, Vol. 26 No.2, 2008, hlm. 183. 
154 Djumhana dan Djubaedillah, Op. Cit, hlm. 256. 
155 Ibid. 
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Penghapusan merek ialah langkah yang diambil oleh salah satu pihak 

dengan tujuan untuk menghapus keberadaan pendaftaran merek dari Daftar 

Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak yang diberikan oleh 

sertifikat merek. 156 Ada beberapa yuridiksi yang merujuk penghapusan 

berdasarkan gugatan keabsahan merek terdaftar (invalidity), kabatalan 

(nullity), atau gugatan penghapusan (retification/revocation action).157  

Dalam aturan Internasional yaitu Konvensi Paris (the Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property), mewajibkan negara yang menjadi 

anggotanya untuk mentaati aturan tersebut dengan meratifikasinya. Untuk 

penghapusan dan pembatalan tercantum pada Pasal 6bis Konvensi Paris yang 

menyatakan;158 

“the countries of Union undertake, ex officio if their legislation so permits, 

or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the 

registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a 

reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of 

a mark considered by the competent authority of the country of registration 

or use to be well known in that country as being already the mark of a 

person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or 

similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of 

the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an 

imitation liable to create confusion therewith” 

Terjemahannya: 

“Dalam perlindungan merek terkenal Negara Konvensi memiliki 

kewenangan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, serta 

melarang penggunaan suatu merek yang mengandung reproduksi, 

replikasi, terjemahan, atau tindakan yang menyesatkan, terhadap merek 

yang dianggap terkenal di suatu negara konvensi, tanpa memandang 

apakah merek tersebut digunakan untuk produk serupa atau sejenis. Aturan 

 
156 Rahmi Jened, Op. Cit, Hlm. 291. 
157 Ibid. 
158 Rizki Nursanti Ahmad, Implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris Dan Pasal 16 ayat (2) 

Perjanjian Trips Di Indonesia, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2015, hlm 15. 
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ini juga berlaku bahkan jika hanya suatu bagian penting dari suatu merek 

merupakan reproduksi atau tiruan dari merek terkenal milik pihak lain.” 

Ketentuan tersebut dirancang dengan tujuan yang jelas yaitu untuk 

mencegah pendaftaran merek yang didaftar oleh pihak lain dengan itikad tidak 

baik untuk mengimitasi atau menggandakan merek orang lain dengan tujuan 

merugikan pemilik merek yang terdaftar. Dalam peraturan Konvensi Paris 

tersebut juga disebutkan bahwa negara-negara anggota Konvensi memiliki 

kewenangan untuk membatalkan atau menghapus merek yang diajukan oleh 

pihak dengan itikad tidak baik. 

Ada beberapa hal yang menjadi dasar alasan terjadinya penghapusan suatu 

merek terdaftar, diantaranya ialah:159 

a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis; 

b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah 

merupakan tradisi turun menurun. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut, ada beberapa konsekuensi yuridis atau akibat 

hukum yang terjadi jika suatu merek mendapatkan penghapusan, yaitu: 

1. Merek dapat dicoret dari Daftar Umum Merek 

 
159 Pasal 72 ayat (7) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis. 
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Ketika suatu merek dibatalkan atau dihapuskan, merek tersebut juga 

akan dihapus dari Daftar Umum Merek sehingga merek tidak lagi memiliki 

status sebagai merek terdaftar. Ini berarti pemilik merek yang dihapuskan 

mereknya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mereknya lagi, dan 

pencoretan ini diatur dalam Pasal 91-92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Pasal 91 menjelaskan bahwa tindakan pembatalan berdasarkan putusan 

pengadilan akan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita 

Resmi Merek.160 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.161 

Pada Pasal 92 menyebutkan bahwa pembatalan atau penghapusan 

pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang 

bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal 

pembatalan atau penghapusan tersebut.162 Seterusnya pembatalan atau 

penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di infokan 

secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan 

alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal 

 
160 Penjelasan Pasal 91 ayat (1) Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
161 Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
162 Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis 
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pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku 

lagi.163 

2. Berakhirnya suatu perlindungan hukum 

Penghapusan suatu merek dapat mengakibatkan sertifikat merek 

menjadi sudah tidak berlaku. Apabila sebelumnya pemilik merek diberikan 

hak eksklusif atas mereknya, saat merek tersebut dihapuskan maka hak 

tersebut akan lenyap dan kepemilikan akan berpindah tangan. Jadi, pemilik 

merek yang telah dihapus mereknya tidak diizinkan untuk kembali 

menggunakan merek tersebut kecuali adanya kesepakatan dengan pemilik 

merek yang baru. 

3. Kerugian akibat dihapusnya merek 

Penghapusan merek adalah suatu kejadian yang sangat disayangkan 

karena dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pemilik merek 

yang mereknya dihapuskan. Kerugian yang timbul akibat penghapusan 

merek bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:164 

a. Kerugian Materiil 

Kerugian materiil ialah kerugian yang biasanya diukur dalam bentuk 

angka, dan seringkali melibatkan tentang uang.  Akibat penghapusan 

merek, pemilik merek kehilangan hak untuk menggunakan mereknya, 

sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Kerugian ini 

dapat mencakup  modal dalam membangun merek melalui promosi, 

 
163 Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
164Albert Renaldi, Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm. 98. 
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iklan, dan lainnya. Selanjutnya produksi barang dengan menyandang 

merek bersangkutan terpaksa berhenti dan produk yang telah disalurkan 

luas di pasaran dengan merek tersebut ditarik dari peredarannya. Oleh 

karena itu, selain merugi pemilik merek juga akan kehilangan profit atau 

income yang seharusnya didapatkan (potential loss). 

b. Kerugian Immateriil 

Kerugian immaterial juga dikenal sebagai kerugian moral, yang merujuk 

pada kerugian yang timbul dari upaya dan dedikasi pemilik merek dalam 

membangun sebuah brand. Reputasi sebuah merek yang awalnya 

dibangun melalui kerja keras dan ketekunan akan menjadi hilang karena 

merek tersebut dihapus. Akibatnya, pemilik merek harus memulai 

kembali membangun sebuah merek dari awal tanpa memiliki reputasi 

yang telah ada sebelumnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan 

sebagaimana pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penyelarasannya 

dengan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penghapusan merek atas Prakarsa Menteri berdasarkan Pasal 72 ayat 

(6) dan (7) Undang-Undang Merek terhadap merek terdaftar milik PT. 

Ayam Geprek Benny Sujono sudah sesuai dengan ketentuan. Akan 

tetapi, penghapusan merek yang berdasarkan pada Pasal 20 huruf c 

tidak dapat dibenarkan, karena sudah jelas bahwa merek milik Benny 

Sudjono tidak melanggar peraturan perundang-undangan  dan telah 

divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga 

Jkt.Pst., tertanggal 13 Januari 2020 jo. Putusan  Nomor 575 K/Pdt.Sus-

HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap.  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga terindikasi 

menyalahi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
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Administrasi Pemerintahan, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual telah melakukan kesewenangan karena tidak mengindahkan 

putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang mana putusan 

itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penerbitan surat keputusan 

Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat 

dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena 

menimbulkan kerugian terhadap Benny Sudjono 

2. Dalam kasus yang menerpa Benny Sudjono yang mengalami 

penghapusan merek oleh Menteri Hukum dan HAM RI timbul akibat 

hukum didalamnya, Merek milik Benny Sudjono dihapus dari Daftar 

Umum Merek,  kehilangan hak eksklusif dari Hak atas Merek yang 

diperoleh sebelumnya, dan mengalami kerugian baik secara materiil 

maupun imateriil. Adapun akibat hukum yang terjadi kepada 

Kementerian Hukum dan HAM ialah membayar ganti rugi materiil 

kepada Benny Sudjono. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini 

menyarankan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  

dapat lebih cermat dalam menganalisis terhadap faktor-faktor yang 

menjadi penyebab suatu merek dapat dihapus agar tidak menimbulkan 

suatu ketidakpastian dalam hukum. 
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2. Sebaiknya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat memulihkan 

kembali Hak Atas Merek milik Benny Sudjono. 
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